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ABSTRAK

Indah Purnama Sari/222018320/2023/Analisis Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai
Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir/Akuntansi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir? Penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengikuti peraturan Undang-Undang dan
peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Hasil analisis penelitian bahwa: 1) perhitungan PPh
Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir
telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku, 2)
pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penyetoran SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah
melakukan pelaporan pajak penghasilan atas pegawai telah sesuai perundang-undangan yang
berlaku.

Kata kunci: penghasilan pasal 21, gaji, pegawai negeri sipil
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ABSTRACT

Indah Purnama Sari/222018320/2023/Analysis of Article 21 Income on Civil Servant Salaries
at the Ogan Komering Ilir District Education Office/Accounting.

The formulation of the research problem is how to analyze the calculation, deposit, and reporting
of Article 21 Income Tax (PPh) on Salaries of Civil Servants at the Ogan Komering Ilir District
Education Office? This research includes comparative research. Data collection methods in this
study are interviews and observation. The data analysis technique used is the income tax
calculation system article 21 on the salaries of Civil Servants at the Ogan Komering Ilir District
Education Office following the applicable laws and income tax regulations. The results of the
research analysis show that: 1) the calculation of PPh Article 21 on the salaries of Civil Servants
at the Ogan Komering Ilir District Education Office has been carried out in accordance with
applicable income tax laws and regulations, 2) employees of the Ogan Komering Ilir District
Education Office make annual tax returns Article 21 Income Tax by using the Annual SPT is in
accordance with the applicable rules and regulations, 3) The Ogan Komering Ilir Regency
Education Office has reported income tax on employees according to the applicable laws.

Keywords: income article 21, salary, civil servant
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan

pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat,

kemakmuran rakyat dan sebagainya, sehingga pajak merupakan salah satu alat

untuk mencapai tujuan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak,

pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu melalui intensifikasi pajak

(usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-

faktor penunjang dari luar), dan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum

bagi para pembayar pajak.

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk

meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara.

Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang,
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penerbitan peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan, guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber hukum pajak

lainnya.

Permasalahan pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan

perubahan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat, seperti banyaknya para

wajib pajak yang masih lalai terhadap peraturan ataupun Undang-Undang

pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak, dan juga

semakin banyak timbulnya masalah-masalah baru yang berkaitan dengan

pajak seperti kasus mafia pajak.

Jenis pajak yang ditetapkan pemerintah salah-satunya adalah pajak

penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ada beberapa

jenis pajak penghasilan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh

Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26. Penulis akan menjelaskan tentang

PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi yang akan

diteliti.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa

atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak penghasilan pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong

pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.
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Menurut Permatasari (2016:56) pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan

pendapatan lain atas nama WP (Wajib Pajak) dan dalam bentuk apapun yang

bersangkutan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang

dilakukan (OP) orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak merupakan

salah satu sumber penerimaan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi

penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% (Direktorat

Penyusunan APBN). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya

kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara

dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak

merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara (Wahidah, 2017:75).

Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun

1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang (UU) Nomor:

36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek, yaitu Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong

pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan,

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan 21 yang telah

dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi
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kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang

bersangkutan (Waluyo, 2018:215).

Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a

mengatur pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan (Nugroho, 2018:12).

Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun

bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan.

Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal

memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan

tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan

benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya, masih sering dijumpai

adanya tunggakkan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak

sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang

mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun

pasif (Lumbantoruan, 2017:34).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizka Ariyanti (2018) yang

berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 2 Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan

PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA Negeri 2 Pekalongan
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telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

tentang Besarnya PTKP (PenghasilanTidak Kena Pajak), selain itu terdapat

temuan atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam penentuan besarnya PTKP a.n

Dra. Setyo Rahayu. Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

nya sudah berjalan dengan baik, disiplin, teratur dan tepat waktu. Apabila

pemungutan PPh Pasal 21 yang dilakukan pemerintah ingin mengalami

peningkatan maka harus ditingkatkan pula pendapatan/penghasilan yang

diperoleh pegawainya

Penelitian lain sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa Arti Afifah

Nugraha (2019) yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada

Perguruan Tinggi X di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penetapan, penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih

belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang

diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia karena masih

terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang. Perguruan

Tinggi X menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap

awal bulan dan diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai

bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji,

upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan,

penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal

21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan.
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Pelaporan PPh Pasal 21 sudah dilaporkan secara berkala, rutin dan tepat

waktu.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain

selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat

final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan

PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong

oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan

yang terutang pada akhir tahun. Apabila perhitungan dan pelaporan pajak yang

menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal

21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan terjadinya kurang atau lebih

bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Pegawai tetap yang mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan berupa

gaji dan tunjangan nantinya akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik

final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah

ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan ditinjau

terkadang dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 ada kekeliruan dalam

perhitungan yang dilakukan karena seiring perkembangan perekonomian yang

diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan Undang-Undang Pajak
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yang dijalankan seringkali mengalami perubahan penyebab ini mempengaruhi

perubahan pada perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

Ada beberapa hal kemungkinan pemotong pajak keliru dalam

memperhitungkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut. Oleh karena itu,

dibutuhkan pemahaman yang jelas terhadap tata cara pemungutan dan

perhitungan PPh Pasal 21 tersebut. Berdasarkan beberapa contoh hasil

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan antara perhitungan menurut

perusahaan dan perhitungan menurut undang-undang ditemukan adanya

perbedaan hasil perhitungan. Perbedaan hasil dari perhitungan di Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini menghitung dan memotong

pemungutan pajak secara online melalui aplikasi SPT Online yang diberikan

oleh dirjen pajak untuk perhitungan pajak.

Tabel I.1
Daftar Gaji Pegawai Golongan III

Bulan November Tahun 2022

Kode Nama

Gaji Pokok
Tunjangan
Keluarga:

(Istri/Suami
dan Anak)

Pajak
Penghasilan
(per Tahun)

Jumlah
Pengurangan

Jumlah
Bersih yang
Dibayarkan

001 Sri Haryani,
S.PD., SD

58.709.000
0
0

58.709.000

3.261.100 8.676.230 105.813.711

002 Drs. Lingga
Arjaya

70.732.200
7.073.220

0
77.805.420

1.287.200 8.324.182 82.957.118

003 Maryadi, S.Pd. 66.479.000
6.647.900
1.329.580

74.456.480

952.350 8.041.113 81.095.137

004 Drs. H. Jakpar,
M.M

64.449.000
6.444.900
2.577.960

73.471.860

724.200 7.988.564 81.260.256

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023)
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Permasalahan perhitungan gaji karyawan dengan status perkawinan

seperti wajib pajak yang bernama Drs. Lingga Arjaya memiliki gaji lebih

besar dikenakan pajak lebih kecil sebesar Rp.1.287.200,- dibandingkan Sri

Haryani, S.PD.,SD., sebesar Rp.3.261.100,- wajib pajak yang bernama

Maryadi, S.Pd., memiliki gaji lebih besar dikenakan pajak lebih kecil sebesar

Rp. 952.350,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD., SD., sebesar Rp. 3.261.100,-

dan wajib pajak yang bernama Drs. H. Jakpar, M.M., memiliki gaji lebih besar

dikenakan pajak lebih kecil sebesar Rp.724.200,- dibandingkan Sri Haryani,

S.PD.,SD., sebesar Rp.3.261.100,-

Berdasarkan data di atas, dalam menentukan besaran PTKP atas

tanggungan yang dimiliki oleh tanggungan Drs. Lingga Arjaya, hal tersebut

dimaksudkan bahwa Drs. Lingga Arjaya merupakan Wajib Pajak (WP) yang

sudah menikah mempunyai istri, sehingga besaran PTKP atas Drs. Lingga

Arjaya sebesar Rp.58.500.000,- dibandingkan Sri Haryani, S.PD., SD.,

merupakan Wajib Pajak (WP) yang tidak menikah dan tidak mempunyai

tanggungan. Wajib pajak yang bernama Maryadi, S.Pd., merupakan Wajib

Pajak (WP) yang sudah menikah, beristri dan memiliki tanggungan satu orang

anak, sehingga besaran PTKP atas Maryadi, S.Pd., sebesar Rp.63.000.000,-

dan Wajib pajak yang bernama Drs. H. Jakpar, M.M., merupakan Wajib Pajak

(WP) yang sudah menikah, beristri dan memiliki tanggungan dua orang anak,

sehingga besaran PTKP atas Drs. H. Jakpar, M.M., sebesar Rp.67.500.000,-

Untuk menentukan jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan oleh WPOP

terlebih dahulu menghitung batas penghasilan yang tidak dikenai pajak.

Dengan asumsi bahwa semakin tinggi PTKP yang ditetapkan, maka akan
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semakin kecil jumlah Penghasilan Kena Pajaknya, dengan demikian jumlah

pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan semakin kecil. Kenaikan

PTKP yang sering terjadi pada November tahun 2021 ini tentunya

mempengaruhi jumlah penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi,

jika dilihat dari data di atas bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP

terlebih dahulu dikurang oleh PTKP, ada kemungkinan jika kenaikan PTKP

tidak diimbangi oleh kenaikan gaji karyawan, maka jumlah penerimaan pajak

yang bersumber dari PPh pasal 21 juga akan berkurang. Begitu juga dengan

tingkat pertumbuhan Wajib Pajak, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

ditandai oleh seberapa banyak Wajib Pajak yang menyetorkan Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT) pada tahun tersebut. Kecenderungan Wajib Pajak

akan menyetorkan SPT nya apabila Wajib Pajak tersebut ingin membayar

pajaknya. Apabila banyak penghasilan yang kurang dari PTKP setahun, maka

dimungkinkan tingkat pertumbuhan pajak akan menurun.

Karena penyetoran dan pelaporan itu sangat penting untuk disetor dan

dilaporkan setiap bulan dan akan dilakukan secara sendiri oleh pegawai di

SPT tahunan. Ada beberapa kendala diantaranya adalah kurangnya

pemahaman akan pentingnya penyetoran dan pelaporan pajak setiap bulan,

maka dari itu peneliti melakukan penelitian secara langsung di Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bisa menganalisis

bagaimana penerapan perpajakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan

Komering Ilir ini berjalan secara efektif dan efesien. Selain itu, informasi

mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
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Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tertera. Namun, dalam daftar

gaji dicantumkan besarnya nominal pajak terutangnya/potongan PPh.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran

Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri

Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji

adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering

Ilir?

3. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan

menganalisis:

1. Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
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2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering

Ilir?

3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering

Ilir.

D.  Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Peneliti dapat memberikan gambaran praktek dan teori yang selama ini

diperoleh selama perkuliahan, khususnya teori pembelajaran maupun

pengetahuan di bidang akuntansi tentang bagaimana analisis perhitungan,

penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering

Ilir dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Lembaga

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering

Ilir dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Bagi Almamater

Dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan pertimbangan jika melakukan

penelitian yang serupa untuk masa yang akan datang.
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